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TAMUHR 2015

Bahwa dalain rangka peningkatan mutu pendidikan
diperlukan suatu kelembapgaan khusus suatu sekolah,

Bahwa kelembagaan khusus tersebut perhu ditetapkan Lin
Operasional Sckolah SMP Satu Atap 2 Dusun Tengah Desa
Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito
Timur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huraf a dan b tersebut di atas perlu ditelapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito
Tiraur.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 Ilentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupalen
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Rava, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomar 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 180); '

Undang — Undang Nomor 20 Tahmn 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang — Undang Nomeor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintah
Daerzh (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
teralkhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 32
Tahun 2004 tenteng DPomerintahan Dserah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor
48441,

Undang - Undang Nomor 33 Tabhun 2004 fcntang
Perimbangan Keuangon Uaerah antara Pemerintah dan
Pemmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambsahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang - Undang Nemer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2009 icntang Badan
Hukum Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonsesia

Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4965);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidilcan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republile Indonesia Nomor 3412} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang
perubahan alas Peraturan Pemorintah Nomer 28 Tahun
1990 tentang Pendidikan Dasar {(Lembaran Negara Republik
Indanesia Tabun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembacan
Negara Republik Indonesia Nomor 3763});

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 HNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tabun 2000 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran
Serta Masyarakat Dalam Pepdidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
34835}

Peraturan Pemerintah Nemor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan {lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemernntah
Momaor 32 Talan 2013 (Lembaron Megara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indeonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 20053 teniang
Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Negara Republik
Indencsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578},

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor S0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4863}:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2008 tentang Gury;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanasn Pendidikan (Lembaran Negura Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864},



15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201G tentang
Pengelolaan dan Penyelengparaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemaerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

16, Peraturant Menteri Dalam Negernl Nomor 13 Tahun 2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis Bentuk Produk Hukum Daerals;

18. Peraturan Menteri Pendidilkkan Nasional Namor 62 Tahun
2009 tentang Standar Biaya TK/RA&, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK;

: 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
S Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pecdoman
|- Pendirian, Perubghan dan Penutfupan Satuan Pendidikan
Hee DPasar dan Menengah;

20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Repubbk Indonesia
Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan
Penyelenggaraan Pendidikan di Selolah;

21. Keputusan Menterl Pendidikan dan Kebudaysan Nomior
060/U /2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

22. Peraturan Dacrah Kabupaten Barito Timur Nomor & Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kahbupaten Barito Timur;

23, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Penpelolasan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Tirur;

24, Peraturan Daerah Kabupaten Barite Timur Nomor 9 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barite Timur Tahun Anggaran 2015 [Berita
Dagrah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 20);

25. Peraturan Bupat Timur Homor 31 Tahuon 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan DBelanja Daegrah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 31};

26. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Dertama
Nomeor 802/C3fKP/2015 tentang Penclapan Lokasi
Pengembangan SD-SMI' Satu Atap Tabun 2015 Program
Kemitraan Australia — Indonesia (KPAT),

MEMUTUSHAN
Menetapkan :

Pertamma : Menetapkan Ijin Operasional SMP Satu Alap 2 Dusun Tengah Desa
Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan inid.



Ketiga

Kelima

Menugaskan Pelaksana Tugas (FLT) Kepala SMP Satu Atap 2 Dusun
Tengah vang ditunjuk berdasarkan Surat Penurnjukan PLT Kepala
SWMP Satu Atap 2 Dusun Tengah nleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barite Timur Nomer B00/173/I1L3/V1/2015 tanggal 5
Juni 2015 untuk melakukan Pembinaan kepada kepada sckolah
ditnakeud.

Sernua biayva yang tirmbul alabat dikeluarkannva Surat Keputusan
ini dibebankan kepada Angegaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(APRS), :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanpeal ditetapkan, dan apabila di
kemudian hari terdapat Xkekeliman, maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 5 Jumi 2015
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Bupeti Datito Timur di Tamiang Layang
Qamat Dusun Tengah di Ampal
. Kepala Bidang Pondidikan SMP Dinas Pendidikon Kab. Burito Timur di Tamiang Layany
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamaten Dusun Tengah di Ampah
Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kab. Barito Timur di Tamiang Layang
- Kenala Desa Muara Awang 4 Muara Awang
.- Kepala SDN Awang di Muara Awang
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